
 

 

 

 

BUPATI NATUNA 
PROVINSI KEPULAUAN RIAU  

 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA 

NOMOR  5  TAHUN 2014 

 
TENTANG 

 
PENGELOLAAN AIR TANAH  

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI NATUNA, 

 

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6  
ayat (5) dan Pasal 16 ayat (3) Peraturan 
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air 

Tanah, pengelolaannya perlu diatur dengan 
Peraturan Daerah; 

  
b. bahwa air tanah merupakan salah satu sumber 

daya air dan unsur yang sangat penting bagi 

kehidupan masyarakat yang keberadaannya 
terbatas dan kerusakannya dapat 

mengakibatkan dampak yang luas serta 
pemulihannya sulit dilakukan sehingga perlu 
dikelola secara adil dan bijaksana dengan 

melakukan pengaturan yang menyeluruh dan 
berwawasan lingkungan; 

  

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu 

membentuk Peraturan Daerah tentang 
Pengelolaan Air Tanah.  

 

Mengingat :  1. Undang-Undang Negara Republik Indonesia 
Nomor 5 Tahun 1990 tentang     Konservasi 

Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 2902); 
 

2. Undang-Undang Negara Republik Indonesia  

Nomor 23 Tahun 1997 tentang Ketentuan-

ketentuan  Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 

Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3699); 



 

 

 

 

 

 

 

   

3. Undang-Undang Negara Republik Indonesia  

Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan 

Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, 

Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, 

Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, 

Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam    

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 

Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Undang-undang 

Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga 

Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 

tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, 

Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, 

Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten 

Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota 

Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4880); 

  

4. Undang-Undang Negara Republik Indonesia  

Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4377); 

 

5. Undang-Undang Negara Republik Indonesia 

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

 

6. Undang-Undang Negara Republik Indonesia 

Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4725); 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

7. Undang-Undang Negara Republik Indonesia 

Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5049); 

 

8. Undang-Undang Negara Republik Indonesia 

Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 

82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234); 

 

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 

27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 

Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara  Republik 

Indonesia Nomor 5285);  

 

10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 

82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air 

dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 

153, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4161);  

 

11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 

79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan 

dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 

 

12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 

Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 

Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 

Pemerintahan Daerah Provinsi, dan 

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4737); 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 

Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan 

Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4858); 

 

14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 

Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4859); 

 

15. Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2011 

tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja 

Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten 

Natuna; 

  

16. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 1 

Tahun 2011 tentang Pajak Daerah ( Lembaran 

Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2011    

Nomor 1); 

 

17. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah                 

(Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 

2012 Nomor 10); 

 

18. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 tentang 

Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 

Natuna Tahun 2013 Nomor 8). 

 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN  NATUNA 

dan 

  BUPATI NATUNA,  

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN 

AIR TANAH 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

BAB  I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 

 

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Natuna. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah 

sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 

3. Kepala Daerah adalah Bupati Natuna. 

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Lembaga Perwakilan 

Rakyat Daerah selanjutnya dapat disingkat DPRD   sebagai 
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 

5. Dinas Pertambangan dan Energi adalah Dinas yang dibidang 

tugas dan tanggungjawabnya meliputi kegiatan usaha energi 
dan sumber daya mineral. 

6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertambangan dan Energi 
Kabupaten Natuna.  

7. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau 

batuan di bawah permukaan tanah pada lapisan zona jernih air. 

8. Akuifer atau Lapisan Pembawa Air adalah lapisan batuan jenuh 

air di bawah permukaan tanah yang dapat menyimpan dan 
meneruskan air dalam jumlah cukup dan ekonomis.  

9. Cekungan Air Tanah adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh 

batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti 
proses pengimbuhan, pengaliran dan pelepasan air tanah 
berlangsung. 

10. Daerah Imbuhan Air Tanah adalah daerah resapan air tanah yang 
mampu menambah air tanah yang berlangsung secara alamiah 

pada cekungan air tanah. 

11. Daerah Lepasan Air Tanah adalah daerah keluaran air tanah 
yang berlangsung secara alamiah pada cekungan air tanah. 

12. Pengambilan Air Tanah adalah setiap kegiatan pengambilan 
untuk memperoleh air tanah dengan cara penggalian dan 

pengeboran. 

13. Pengelolaan Air Tanah adalah upaya merencanakan, 
melaksanakan, memantau, mengevaluasi penyelenggaraan 

konservasi air tanah, pendayagunaan air tanah, dan 
pengendalian daya rusak air tanah. 

14. Konservasi Air Tanah adalah upaya melindungi dan memelihara 

keberadaan, kondisi dan lingkungan air tanah guna 
mempertahankan kelestarian dan/atau kesinambungan fungsi, 

ketersediaan dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk 
memenuhi kebutuhan makhluk hidup. 


